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PENGUMUfrAN nama-nama ghasilkaniptel$baikmelaluipeng-
ajaran, penelitian, maupun peng-
abdian kepada rnasyarakat.

kowi .mengiri mkan surat ke DpR rffi :'t1lHfi"l".ffifl ffi-,:u9
untuk meminta pertimbangan matarnenghasilkanpenelitianyang
mengenai perubahan nomenklatur aplikatif dan produktif hanya akai
dan struktur kabinet. Dalam su- menghasilkanmanusiayangcakap
ratnya ke DPR yang diterima 22 da.lam penguasaan sainstekl tetapi
Oktober 2014, fokowi, antara lain, minus-manusia yang paripurna
berencana memisahkan kemen- dengan segenap potensi serti mo_
terianyangmenanganipendidikan ralitas. Di.ampingitu, penyatuan
pgnjadi dua, yaitu kementerian pendidikantinggiaalamkemenristek
kebudayaan, pendidikan dasar dan belum tentu akan lebih member_
menengah, serta kementerian riset, dayakan penelitian pada perguruan
teknologi, danpendidikantinggi. tinggi.Setab,tidakoptimahlariset
Itu berarti Iokowi akan memisah- di pergtuuan tinggr tidak disebabkan
kan kementerian yang menangani fakor organisasiiruktual, melain-
pendidikan tinggi dengan kemen- kan Iebih pada fakor pendanaan
terian yang menangani pendidikan dan miskoordinasi dalam peman_
dasar dan menengah. faatan hasil penelitian.

Pemisahan kementerian pendi- Kita sepakat bahwa penelitian di
dikan tinggi dari kementerian pen- perguruan tinggi hanis diberdaya-
didikan dasar dan menengah ter- kan. Kalau penelitian di perguruan
sebuttidakmemilikidasarontolo- tinggi kurang berdaya seluira iri,
gis serta.landasan yuridis yang penyelesaiannya jangan dengan
kuat. Bahkan berpotensi melanggar bedol desa dari-kemeiterian p"en_
konstitusi, Pemikiran pemisahan didikan kemudian digabungkan ke
pendidikan tinggi dari pendidikan kementerian riset. Kita jangin rnau
dasar-menengah oleh tim transisi menangkap tikus di rumaiidengan
Igkowi didasarkan pada pember- ciuanlembakarrurnah. Sebab, j*ika

{aya1n penelitian di perguruan itu dilakukan, selain ongkos fisiknya
tinggiagar lebih aplikatifdan pro- sangat mahal, masa depan.reguia
duktif.-Pemikiran itu jelas tidak dipertaruhkandengansesuatu/ang
sesuai dengan ontologi pendidikan masih bersifat tria.l and error ierti
tinggi yang bertujuan mengembang- nirontologis tersebut. I

kan potensi mahasiswa serta men- Sebenamya pula, hasil riset diper-
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guruan tinggi sudah sangat banyak
yang luar biasa untr:kpeningkatan
kesejahteraan masyarakat Namun,
tidak ada pihakyang mau ngopeni
untuk mendata apalagi memanfaat-
kan hasil riset tersebut.

Beberapa waktu lalu, Menteri
BUMN Dahlan Iskan bahkan sam-
pai harus turun ke beberapa PTN
(yang sebenamya bukan tupoksi
dia) untuk meminta hasil riset ung-
gulan PTN bisa diprodulai. Hasilnya
sungguh luar biasa. Misalnya, Una-
ir yang telah menemukan pil KB
priayang siap produksi dan Unpad
yang menemukan obat diabetes.
|ika pemerintah mau sedikit per-
hatian pada hasil penelitian di per-
guruan tinggi, sebenarnya tidak
kurang-kurang hasil penelitian yang
bisa mengubah masa depan bang-
sa dan negara ini.

Kita mengenal ti darma pergu-

ruan tinggi yang merupakan kewa-
jiban perguruan tinggi untuk me-
nyelenggarakan pendidikan, pene-
litian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Penelitianyang dimak-
sud memiliki karakteristik yang
tidak sama dengan riset yang di-
tangani Kemenristek serta lembaga
lain seperti UPI dan BPPT. Penya-
tuan pengurusan pendidikan ting-
gi dengan ristek sama dengan meng-
generalisasi makna penelitian di
perguruan tinggi dengan penelitian
di luar perguruan tinggi.

Melanggar Konstitusi
Di samping pertaruhan kebijakan

negara yang besar dengan hasil yang
tidak jelas, pemisahan urman pen-
didil€n tinggi dari pendidikan dasar
dan menengah berpotensi melanggar
konstitusi. Pasal 3t apt (3) UUD 1945
secara tegas menyatakan bahwa pi-'
merintah mengusahakan dan me-
nyelenggarakan satu sistem pendi-
dikan nabional. Pemisahan pendidik-
an tinggi itu sangat berpotensi me-
rusak satu sistem pendidikan nasio-
nalyangutuh dan holistis. Ditangani
satu kementerian saja sistem pen-
didikan sering bias dan sering keluar
dari sistem, apalagi ditangani dua
kementerian yang berbeda.

Pada sisi lain, pemisahan urusan
pendidikan tinggi berpotersi melang-
gar UU Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal l4UUNo 20 Tahun 2ffi3 tentang

Sisdilonas meryratakan, jenjang pen-
didikan formal terdiri atas pendidik-
an dasaS pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi. Itu menegas-
kan bahwa pendidikan dasag, pen-
didikan menengah, dan pendidikan
tinggi merupakan satu kesatuan
sistem yang tidak bisa dipisah.pi-
sahkan. Karena itu, kementerianyang
menanganinya pun harus satu ke-
menterian yang terintegrasi unilk
menghindari miskoordinasi yang
bisa merusak satu sistem pendidikan
nasional tersebut.

Demikian pula, jika kita menilik
ke negara maju seperti AS dan Be-
landa, kementerian pendidikan
hanya satu, yaitu menteri pendidik-
an, titik. Tidakmemisahkan antara
menteri pendidikan dasar mene-
ngah
tinggr.
hwa n
masih menyadari bahwa pendidikan
merupakan satu kesatuan sistem
mulai dasar sampai pendidikan
tinggi. Semoga Presiden Jokowi se-
gera menimbang kembali untuk
memisahkan kementerian yang
mengurusi pendidikan tinggi dengan
kementerian yang mengurusi pen-
didikan dasar dan menengah.
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